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' 1. Undang-Undang Nomor- 14 Tahun 19-50 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang­ 
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 5494; 

a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar 
Kabupaten Subang telah dibentuk dengan Peraturan 
Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Su bang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Subang tentang Togas Pokok, 
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pasar Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan 
Perindustrian Kabupaten Subang. 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS 
POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS KOPERASI, 
UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 
KABUPATEN SUBANG. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2-44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Dae:rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Su bang Tahun 2018 
Nomor 1); 

7. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas 
(Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 
Nomor 32); 

8. Peraturan Bupati Subang Nomor 57 Tahun 2016 
tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian 
Kabupaten Subang [Berita Daerah Kabupaten 
Subang Tahun 2016 Nomor 57); 

9. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah 
Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 17). 

Menetapkan 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2, UPTD Pasar mempunyai 
fungsi: 
a. Penyusunan program kerja UPTD Pasar; 

Bagian Kedua 
Fungsi 
Pasal 3 

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
tugas teknis operasional dinas di bidang Pasar di satu 
atau beberapa wilayah kecamatan sesuai dengan 
kebijaksanaan Kepala Dinas. 

Bagian Pertama 
Togas Pokok 

Pasal 2 

BABU 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Subang ; 
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan 

dan Perindustrian Kabupaten Subang ; 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UMKM, 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang; 
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah UPTD Pasar Pada Dinas 
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian 
Kabupaten Subang ; 

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala 
UPTD Pasar Pada Dinas Koperasi, UMKM, 
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang ; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok 
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai profesinya 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok 
din as. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengelolaan urusan um urn, 
perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi: 
a. Perumusan Program kerja di bidang Tata usaha 

UPTD Pasar; 

Paragraf 2 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 5 

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, 
mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan 
kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas 
teknis operasional dinas di bidang Pasar. 

Bagian Ketiga 
Bidang Tugas U nsur Organisasi 

Paragraf 1 
Kepala UPTD 

Pasal 4 

b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 
potensi pedagang yang ada di lingkungan Pasar 
Pemerintah Kabupaten Subang; 

c. Pelaksanaan tu gas teknis operasional di bidang Pasar 
yang meliputi pemeliharaan kebersihan, keamanan, 
ketertiban Pasar Pemerintah Kabupaten Subang ; 

d. Pengkoordinasian bersama Kepala Sub bagian dan 
staf untuk pemungutan retribusi dan penerimaan 
yang lain yang sah menurut paraturan dan 
perundang undangan dari Pasar Pemerintah 
Kabupaten Subang; 

e. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan 
pengelolaan distribusi barang-barang penting dan 
sembako serta monitoring harga komoditas yang ada 
di Pasar; 

f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis 
operasional pasar di lingkungan Pasar Pemerin tah 
Kabupaten Subang ; 

g. Pemberian layanan pengendalian dan pengawasan 
perijinan penggunaan bangunan Toko, Kios, Los, dan 
Lemprakan di Lingkungan Pasar Pemerintah 
Kabupaten Subang; 

h. Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan ; 
1. Penyusunan laporan hasil kegiatan teknis 

operasional pasar. 



(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam 
jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam 
berbasai kelornpok sesuai dengan bidanz 
keahliannya; 

Pasal 7 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara 
profesional sesuai dengan kebutuhan ~ 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), dalam melaksanakan tugas pokoknya 
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. 

Paragraf 3 

Kelompok Jabatan Fungsional 
Pasal 6 

d. Penyusunan dan penyiapan pedoman dan 
petunjuk tatalaksana administrasi umum; 

e. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Pasar; 

f. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD 
dengan Instansi dan/ a tau Perangkat Daerah 
terkait di wilayah kerjanya ; 

g. Pengumpulan, penyusunan dan penyajian data 
dan informasi di bidang kearsipan; 

h. Pengelolaan dan bimbingan administrasi 
kepegawaian, keuangan, peralatan dan perbekalan 
di lingkungan UPTD Pasar ; 

i, Penyelenggaraan urusan rumah tangga kantor, 
perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan 
protokol; 

j. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan 
tatalaksana dalam arti membina dan memelihara 
seluruh kegiatan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan di lingkungan UPTD Pasar ; 

k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan 
UPTD Pasar; 

1. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan 
UPTD Pasar ; 

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

kebijakan teknis pelaksanaan 
umum, perlengkapan, keuangan 

dan pelaporan di lingkungan UPTD 

b. Perumusan 
administrasi 
kepegawaian 
Pasar; 

c. Pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan, 
keuangan, kepegawaian dan pelaporan di 
lingkungan UPTD Pasar ; 



(1) UPTD Pasar Subang, meliputi: 
1. Pasar Pujasera ; 
2. Pasar Pertokoan; 
3. Pasar Kompleks Pasar Baru Subang. 

Wilayah Kerja UPTD Pasar meliputi 6 Wilayah, yaitu : 

Bagian Kedua 

Wilayah Kerja UPTD 
Pasal 9 

(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan 
suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; 

(2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis 
dibidang Pasar, kegiatan operasionalnya 
diselenggarakan oleh Pelaksana dan Kelompok 
Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya 
masing-masing; 

(3) Kepala UPTD baik taktis operasional maupun teknis 
administratif berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas 
pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional 
dengan instansi lain yang berhubungan dengan 
fungsinya; 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan 
UPTD, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
simplifikasi ; 

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan 
UPTD wajib memimpin dan memberikan bimbingan 
serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 

Pasal 8 

Bagian Kesatu 
Urn um 

BAB III 
TATA KERJA 

(2) Setiap kelompok sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 
ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di 
lingkungan UPTD ; 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan 
beban kerja ; 

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diatur sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan. 



( 1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD 
menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha ; 

Bagian Keempat 
Hak Mewakili 

Pasal 11 

(1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang 
pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas 
dan tepat waktu kepada Kepala Dinas ; 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan 
UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggungjawab kepada pimpinannya masing­ 
masing serta menyampaikan laporan tepat pada 
waktunya; 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi dari bawah, wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan ; 

(4) Pengaturan mengenai jenis dan cara 
penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan 
Perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Pelaporan 
Pasal 10 

(6) UPTD Pasar Jalancagak, meliputi : 
1. Pasar Cisalak ; 
2. Pasar Salaherang. 

(5) UPTD Pasar Purwadadi, meliputi: 
1. Pasar Purwadadi ; 
2. Pasar Pabuaran. 

(4) UPTD Pasar Ciasem, meliputi : 
1. Pasar Ciasem ; 
2. Pasar Sukamandi. 

(3) UPTD Pasar Pamanukan, meliputi : 
1. Pasar Inpres Pamanukan; 
2. Pamanukan Trade Center; 
3. Pasar Pusakanagara. 

(2) UPTD Pasar Pagaden, meliputi: 
1. Plaza Pagaden ; 
2. Pasar Inpres Pagaden; 
3. Pasar Wates. 
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ANG, 
PARAF KOORDINASI 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati im dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Su bang. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
atas usul Kepala Dinas ; 

(2) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggungjawab 
dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan 
Bupati dibidang kepegawaian ; 

(3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala 
Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

BAB IV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 12 

(2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, 
maka Kepala UPTD menunjuk Pelaksana dan Pejabat 
Fungsional berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. 


